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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, mencerdaskan

kehidupan bangsa, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat,

pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan bagi

pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan merupakan

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, mencakup 8 standar yakni: standar isi, standar proses, standar

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian

pendidikan (Team Redaksi Binatama Raya, 2007: 829).  

Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007  meliputi: a). Perencanaan

Program, b). Pelaksanaan Rencana Kerja, c). Pengawasan dan Evaluasi, d).

Kepemimpinan Sekolah/Madrasah, e).Sistem Informasi Manajemen, dan f).

Penilaian Khusus (Team Dharma Bakti, 2007: 621).  
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Sejak 1999 bergulir tema besar dalam kerangka reformasi dan

demokratisasi pendidikan di Indonesia. Sebagian dari tema besar tersebut, adalah

konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management) untuk

selanjutnya disebut MBS. Secara konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah

dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur

penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah

sebagai unit utama pendidikan. Pada sisi ini, Manajemen Berbasis Sekolah

merupakan cara untuk memotivasi kepala sekolah lebih bertanggung jawab

terhadap kualitas peserta didik. Untuk itu, sudah seharusnya kepala sekolah

mengembangkan program-program kependidikan secara menyeluruh untuk

melayani segala kebutuhan peserta didik di sekolah. Semua personel sekolah

selazimnya menyambut dengan merumuskan program yang lebih operasional,

karena merekalah pihak yang paling mengetahui akan kebutuhan peserta

didiknya. Inilah filosofi MBS yang paling mendasar. 

Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah disamping diposisikan sebagai

alternatif, juga sebagai kritik atas penyelenggaraan pendidikan yang selama ini

tersentralisasi. Pendidikan sentralistis tidak mendidik manajemen sekolah belajar

mandiri; dalam hal manajemen kepemimpinan, dalam pengembangan

institusional, pengembangan kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi

sumber daya, dan terutama membangun partisipasi masyarakat untuk ikut

memiliki sekolah. Peningkatan pengaruh sekolah perlu dukungan para

stakeholders, yang meliputi: pemerintah daerah, komite sekolah, (kepala sekolah,
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guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat), serta siswa. Pengambilan keputusan

bersama di kalangan stakeholders pada level sekolah merupakan kunci utama

dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah. 

MBS ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian

otonomi daerah di bidang pendidikan, mengingat prinsip kecenderungannya yang

mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang

dianggap paling mengetahui kebutuhan riel sekolah (Duhou, 2002: xvi). 

Terkait dengan desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah

dikembangkan untuk membangun sekolah yang efektif dan efisien. Pemberian

otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar

dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri.

Manajemen Berbasis Sekolah menurut Caldwell (2006:2) adalah

desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah

untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan

sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan,

kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas.

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk meningkatkan

kinerja sekolah, melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih

besar kepada sekolah yang dilaksanakan  berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola

sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan

kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektifitas,

efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan (Team Depdiknas, 2007:16). 
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Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti terdorong

untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai “Kebijakan Standar

Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam

Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah”. 

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN BERBASIS

SEKOLAH.

A. Pengelolaan Pendidikan.

1. Pengertian Pendidikan.

Istilah pendidikan atau paedagogie secara etimologi berasal dari

bahasa Yunani. Terdiri dari kata paes berarti anak, dan ago diartikan

membimbing anak. Jadi pendidikan atau paedagogi berarti aku

membimbing anak (Ahmadi, dan Uhbiyanti, 2005: 70).           

             Secara definitif,  pendidikan atau paedagogie diartikan oleh para

tokoh pendidikan, sebagai berikut:

a. Langeveld (1971:

fatsal 5,5a).

             Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan

bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak
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itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan

tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau

yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup

sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum

dewasa. 

b. Prof. Dr. N.

D r i y a r k a r a

(1980:74).

          Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda atau

pengangkatan manusia muda ke taraf insani.

c. Ahmad D.

Marimba(1987:19).

           Menurut Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan

secara sadar oleh si  Pendidik terhadap perkembangan jasmani dan

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

d. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan

bahwa:

            Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
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masyarakat bangsa dan negara (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3

pasal 1).    

2. Pengertian Pengelolaan Pendidikan.

a. Pengertian Pengelolaan.         

              Menurut Andrew F. Siula (1985) pengelolaan pada umumnya

dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,

penempatan, pengarahan, pemberian motivasian, komunikasi, dan

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan

tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh

organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. 

b. Pengertian Pengelolaan Pendidikan.

            Menurut Mulyasa (2007:19) manajemen atau pengelolaan

pendidikan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari

proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak

mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan

efisien.

3. Fungsi Pengelolaan Pendidikan.

             Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang

pimpinan harus didukung manajemen (pengelolaan) yang baik. Untuk itu

perlu kiranya seorang pimpinan memahami makna pengelolaan

pendidikan, yaitu:
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a. Pengelolaan pendidikan mempunyai pengertian kerja sama untuk

mencapai tujuan pendidikan. Pada tingkat sekolah, sebagai salah salah

satu bentuk kerja sama dalam pendidikan misalnya, diperlukannya

kerja sama di antara semua personel sekolah (pendidik dan tenaga

kependidikan), siswa, dan komite sekolah.

b. Pengelolaan pendidikan mengandung pengertian proses untuk

mencapai tujuan pendidikan. Proses  menurut Stoner (1982)

sebagaimana dikutip Handoko (2003:9) meliputi: perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading)dan

pengawasan (controlling). 

c.  Pengelolaan pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berfikir sistem. 

Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian dan bagian-

 bagian itu berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan

menjadi keluaran (Suryosubroto, 2007: 18).   

c. Pengelolaan pendidikan juga dapat dilihat dari segi efektifitas

pemanfaatan sumber. Sumber yang dimaksud dapat berupa sumber

daya manusia, uang, sarana prasarana maupun waktu. Seringkali

sarana dan prasarana yang ada dalam proses kegiatan belajar mengajar

belum dimanfaatkannya secara optimal.             

d. Pengelolaan pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan.

Seorang pimpinan adalah orang yang mampu menggerakkan orang
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lain untuk bekerja lebih giat dengan mempengaruhi dan mengawasi,

bekerja bersama-sama dan memberi contoh (keteladanan).         

e. Pengelolaan pendidikan juga dapat dilihat dari proses pengambilan

keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan seorang pemimpin sering

dihadapkan berbagai macam masalah dan seorang pimpinan harus

memecahkan masalah itu. 

f. Pengelolaan pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi.

Komunikasi diartikan secara sederhana sebagai usaha untuk membuat

orang lain mengerti apa yang kita maksudkan, dan kita juga mengerti

apa yang dimaksudkan orang lain itu.  

B. Manajemen Berbasis Sekolah.

1. Konsep Dasar

Manajemen Berbasis

Sekolah.

            Sekolah sebagai sistem menurut Amirin (1992:10) tersusun dari

komponen konteks, input, proses, output, dan outcome. Sistem adalah

merupakan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi

untuk mencapai tujuan. Konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh

pada proses, proses berpengaruh pada output, dan output berpengaruh pada

outcome ( Team Depdiknas, 2007: 5 ).

Konteks adalah eksternalitas sekolah berupa demand dan support

(permintaan dan dukungan) yang berpengaruh pada input sekolah. Sekolah
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yang mampu menginternalisasikan konteks ke dalam dirinya akan membuat

sekolah sebagai bagian dari konteks dan bukannya terisolasi darinya. Jika

demikian, sekolah akan menjadi sekolah masyarakat dan bukannya sekolah

yang berada di masyarakat. (Team Depdiknas, 2007:56). 

Konteks meliputi kemajuan ipteks, nilai dan harapan masyarakat,

dukungan pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah, landasan

yuridis, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan tuntutan pengembangan

diri serta peluang tamatan untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk terjun

di masyarakat.

Input sekolah adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk

berlangsungnya proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar (Team

Depdiknas, 2007: 5). Input digolongkan menjadi dua yaitu yang diolah dan

pengolahnya. Input yang diolah adalah siswa dan input pengolah meliputi visi,

misi, tujuan, sasaran; kurikulum; tenaga kependidikan; dana, sarana dan

prasarana, regulasi sekolah, organisasi sekolah, administrasi sekolah, budaya

sekolah, dan peran masyarakat dalam mendukung sekolah.

Proses adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain.

Proses meliputi manajemen, kepemimpinan, dan utamanya proses belajar

mengajar (Team Depdiknas, 2007:5). 

Output pendidikan adalah hasil belajar (prestasi belajar) yang

merefleksikan seberapa efektif proses belajar mengajar yang diselenggarakan.

(Team Depdiknas, 2007: 5). Maksudnya, prestasi belajar ditentukan oleh
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tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Prestasi belajar

ditunjukkan oleh peningkatan kemampuan dasar dan kemampuan fungsional.

Outcome adalah dampak jangka panjang dari output atau hasil belajar,

baik dampak bagi individu tamatan maupun bagi masyarakat (Team

Depdiknas, 2007: 5). Maksudnya, jika hasil belajar bagus, dampaknya juga

akan bagus. Dalam kenyataan tidak selalu demikian karena outcome

dipengaruhi oleh banyak faktor diluar hasil belajar. Outcome memiliki dua

dimensi yaitu: (1) kesempatan melanjutkan pendidikan dan kesempatan kerja,

dan (2) pengembangan diri tamatan. 

Kinerja sekolah dapat diukur dari dimensi-dimensi berikut yaitu

kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, baik internal maupun

eksternal (Team Depdiknas, 2007: 9).

Kualitas dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang

dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai

atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes

kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni

atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan

prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible)

seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan

sebagainya (Umaedi, 1999:9).

Produktivitas adalah perbandingan antara output sekolah dibanding

input sekolah. Baik output maupun input sekolah adalah dalam bentuk
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kuantitas. Kuantitas input sekolah, misalnya jumlah guru, modal sekolah,

bahan, dan energi. Kuantitas output sekolah, misalnya jumlah siswa yang lulus

sekolah setiap tahunnya (Team Depdiknas, 2001: 38). 

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana tujuan

(kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan,

efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan (Team

Depdiknas, 2001: 39). 

Efisiensi menurut Team Depdiknas (2001:39) dapat diklasifikasikan

menjadi dua yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal

menunjuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi

belajar) dan input (sumberdaya) yang digunakan untuk memproses atau

menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal adalah hubungan antara

biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif

(individual, sosial, ekonomik, dan non-ekonomik) yang didapat setelah pada

kurun waktu yang panjang diluar sekolah.

2. P e n g e r t i a n

Manajemen Berbasis

Sekolah dan

Implementasinya.

a. Pengertian MBS.

           Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bagian

penjelasan pasal 49 ayat 1:
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           Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan
dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
(UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1).

Kemudian  pada pasal 51 ayat 1, menjelaskan :

            “Manajemen Berbasis Sekolah atau Madrasah adalah bentuk otonomi
manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah
atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola
kegiatan pendidikan”(UU No. 20 Tahun Pasal 51 ayat 1). 

             Sedangkan menurut Mulyasa (2007:24) dalam Manajemen Berbasis

Sekolah, MBS adalah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan

yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih

baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen

merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf,

menawarkan pertisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan

menungkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.   

        Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Manajemen

Berbasis Sekolah, ada lima hal substansial yang harus dilaksanakan dalam

pengelolaan sekolah, yaitu, tentang: otonomi, partisipasi, fleksibilitas,

transparansi, dan akuntabilitas.

1) Otonomi.        

             Desentralisasi atau otonomi pendidikan dalam hal ini diartikan

sebagai kemandirian. Yaitu kemandirian dalam  mengatur dan mengurus

dirinya sendiri. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan

tolok ukur utama kemandirian sekolah. Kemandirian yang berlangsung
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secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan

perkembangan sekolah (Team Depdiknas, 2007: 12). 

2) Partisipasi. 

             Partisipasi  adalah proses dimana stakehoders (warga sekolah dan

masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara

langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan,

pembuatan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau

pengevaluasian pendidikan di sekolah (Team Depdiknas, 2007: 46).         

3) Fleksibilitas.

             Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan-keluwesan yang

diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan

memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk

meningkatkan mutu sekolah (Team Depdiknas, 2007:14). 

4) Transparansi.

             Transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang yang

terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil

pengambilan keputusan, serta kebijakan sekolah (Team Depdiknas, 2007:

5). Akuntabilitas

                       Pertanggungjawaban (accountability) ini bertujuan untuk

meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan

kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas
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pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa

yang sudah dikerjakan. (Umaedi, 1999: 11). 

a. Implementasi MBS.

           Keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan tidak hanya ditentukan

oleh peranan salah satu unit kerja, tetapi oleh semua unit kerja di

lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional. Setiap kebijaksanaan

Depdiknas akan berhasil jika unit kerja, baik di tingkat pusat maupun

daerah, bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan. 

           Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan implementasi MBS

dalam rangka desentralisasi pendidikan sedikitnya dapat dilihat dari tiga

demensi, yaitu efisiensi, efektif, dan produktifitas. Ketiga dimensi tersebut

saling berkaitan dan saling dan saling pengaruh mempengaruhi.   

1) Efektifitas.

          Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa

efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),

manjur, atau mujarab, dapat membawa hasil (Depdikbud, 1990:219).

Secara definitif efektifitas adalah  kemampuan untuk memilih tujuan

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan (Handoko, 2005:7).

2) Efisiensi.

           Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan dengan benar (Handoko, 2005:7). Menurut Peter F. Drucker
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(1964) dalam Handoko (2005:7)  efektifitas adalah melakukan

pekerjaan yang benar (doing the right things), sedang efisiensi adalah

melakukan pekerjaan dengan benar (doing things right). 

a. Tujuan dan Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah.

1) Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah.

        Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk

meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan

tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja

sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektifitas,

efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan.Dengan Manajemen

Berbasis Sekolah, sekolah diharapkan makin berdaya dalam

mengurus dan mengatur sekolahnya dengan  tetap berpegang pada

koridor-koridor kebijakan pendidikan nasional (Team Depdikans,

2007: 16). 

2) Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah.

        MBS memiliki karakteristik yang harus dipahami oleh sekolah

yang menerapkan. Karakteristik MBS didasarkan pada input, proses,

dan output. Pada uraian ini dimulai dari output dan diakhiri input,

mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedang

proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari
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output, dan input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih

rendah dari output (Team Depdiknas, 2007:16).    

BAB III

ANALISIS  KEBIJAKAN STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM

PERSPEKTIF MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.

A. Titik temu antara Standar Pengelolaan Pendidikan dengan

Manajemen Berbasis Sekolah.

         Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah yang

terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun

2007, mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan

dan evaluasi.  Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar

pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional (Permendiknas No.

19 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1). 

          Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah alternatif model

manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui

pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada

sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah

yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan

kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektifitas,
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efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan. Dengan MBS sekolah

diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolahnya

dengan  tetap berpegang pada koridor-koridor kebijakan pendidikan

nasional.

                        Titik temu antara Standar Pengelolaan Pendidikan dan Manajemen

Berbasis Sekolah adalah meliputi tiga hal, yaitu: perencanaan program,

rencana kerja sekolah, dan evaluasi dan pengawasan, yang masing-masing

memiliki indikator-indikator tertentu.

            1. Perencanaan Program.

            Pada hakekatnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses

kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi

pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

         Indikator dalam perencanaan meliputi empat hal, yaitu: visi, misi,

tujuan dan sasaran.

a. Visi. 

           Setiap sekolah harus memiliki visi. Visi adalah imajinasi moral

yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan

masa depan yang secara khusus diharapkan oleh sekolah (Team

Depdiknas, 2001: 32). 

           b. Misi.
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           Misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas,

kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk

mewujudkan visi (Team Depdiknas, 2001: 36). 

c. Tujuan

        Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan.

Tujuan merupakan apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sekolah

yang bersangkutan dan kapan tujuan akan dicapai. Jika visi dan misi

terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, maka tujuan dikaitkan

dengan jangka waktu menengah (3-5 tahun) (Team Depdiknas, 2001: 37). 

          d. Sasaran.

               Setelah tujuan sekolah (tujuan jangka menengah) dirumuskan,

maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran atau target atau

tujuan situasional atau tujuan jangka pendek. Sasaran yaitu sesuatu yang

akan dihasilkan atau dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu lebih

singkat dibandingkan tujuan sekolah. 

               Indikator yang kedua dalam perencanaan adalah menyusun rencana

pengembangan sekolah. Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah

alternatif penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber yang

dapat disediakanuntuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan sumber

meliputi sumber daya manusia, material, uang, dan waktu (Suryosubroto,

2007: 22).



20

               Menurut Fattah (2004) dalam Sobri, dkk. (2009:10) membagi

perencanaan pendidikan menjadi 3 bagian,yaitu: (1) menurut besarannya,

terdiri atas tiga bagian, yaitu : makro, meso, dan mikro, (2) menurut

tingkatannya, yaitu terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan strategik,

perencanaan koordinatif,   dan perencanaan operasional, dan (3) menurut

waktunya yaitu: perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan

perencanaan jangka panjang.

          Fungsi perencanaan pendidikan adalah: (1) sebagai pedoman

pelaksanaan  dan pengendalian, (2) menghindari pemborosan sumber

daya, (3) alat   bagi pengembangan quality assurance, dan (4) upaya untuk

memenuhi accountability kelembagaan (Udin S.S dan Abin Syamsuddin,

2007:27). 

2. Pelaksanaan Rencana Kerja.

         Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila

tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu dibutuhkan kerja keras

dan kerjasama yang baik. Semua sumber daya manusia yang ada harus

dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. 

            Indikator dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah meliputi empat

hal, yaitu: pengorganisasian, pengkoordinasian, kerjasama, dan

komunikasi.

a. Pengorganisasian (organizing).
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              Pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses

pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen

dalam proses kerja sama sehingga tercipta suatu sistem kerja yang baik

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bafadal, 2006:43)

             Menurut Suryosubroto (2007:24) pengorganisasian adalah

keseluruhan proses untuk memilih dan memilah (guru dan karyawan) serta

mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang

itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah.   

            b. Pengkoordinasian  (coordinating).

                       Koordinasi atau dalam bahasa Inggris coordination menurut Westra

(1983) dalam Manajemen Berbasis Sekolah yang ditulis oleh Mulyasa

(2007:131) berasal dari bahasa Latin, yaitu cum yang berarti berbeda-beda,

dan ordinari yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada

keharusannya. Dalam MBS, koordinasi berkaitan dengan penempatan

berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu, sesuai

dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan

sebaik-baiknya. 

c. Kerjasama.

           Dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah harus ada kerjasama

yang baik diantara SDM terkait, agar visi, misi, dan tujuan bisa tercapai.
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Kerjasama adalah tindakan operasi bersama-sama satu orang dengan yang

lainnya (Udin, S.S.,  dan Abin, S, 2007:194).  

           Menurut Udin S.S dan Abin S. (2007: 197) tingkat keberhasilan

kerjasama ditentukan dari sejumlah tindakan dan sejumlah sumber daya

yang dibutuhkan oleh sistem kerjasama untuk mencapai tujuan. 

d. Komunikasi.

           Dalam pelaksanaan MBS pengembangan komunikasi antar personil

yang sehat harus senantiasa dikembangkan, baik oleh kepala sekolah,

pendidik, dan tenaga kependidikan. Komunikasi internal (kepala sekolah,

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) maupun eksternal (sekolah

dengan orang tua siswa dan masyarakat) yang terbina dengan baik akan

memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan serta

memecahkan pekerjaan sekolah yang menjadi tugas bersama.

           Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan

dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di

antara keduanya (Sobri dkk, 2000: 87).               

3. Pengawasan dan Evaluasi.

    Dasar pengelolaan sekolah ditunjukkan dengan kemandirian,

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengawasan  dan evaluasi

merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik tingkat

mikro (sekolah), meso (dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas
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pendidikan propinsi), maupun makro (departemen) (Team Depdiknas,

2007: 55).                          

       Pengawasan dan evaluasi  sebaiknya dilakukan secara intensif dan

terus menerus agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan.

a. Pengawasan. 

        Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses menjamin bahwa

tujuan-tujuan organisasi dan manajeman tercapai (Handoko, 2003: 359). 

                        Menurut Sobri dkk. (2009:36) dalam Pengelolaan Pendidikan

menyatakan bahwa secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya

untuk pengendalikan dan pembinaan sebagai upaya pengendalian mutu.

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya

penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan kegiatan dalam

mencapai tujuan. 

            b. Evaluasi  

                        Menurut Suchman (1961) dalam Arikunto (2008:1)  memandang

evaluasi sebagai sebuah proses menemukan hasil yang telah dicapai

beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya

tujuan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu

mengadakan evaluasi pelaksanan program, baik jangka pendek menengah

maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir

semester untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap.
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Bilamana pada pada satu semester dinilai adanya faktor-faktor yang tidak

mendukung, maka sekolah harus dapat memperbaiki pelaksanaan program

peningkatan mutu pada semester berikutnya. Evaluasi jangka menengah

dilakukan pada setiap akhir tahun, untuk mengetahui seberapa jauh

program peningkatan mutu telah mencapai sasaran-sasaran mutu yang

telah ditetapkan sebelumnya (Team Depdiknas, 2007: 59). Dengan

evaluasi ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan program untuk

diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.  

B. Kebijakan Standar  Pengelolaan Pendidikan dalam Perspektif

Manajemen Berbasis Sekolah.

             Pergeseran fokus kebijakan dari pemerintah pusat dan dari dinas

pendidikan ke sekolah diharapkan proses pengambilan keputusan,

pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan

evaluasi pendidikan lebih partisipatif dan benar-benar mengabdi kepada

kepada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan elite birokrasi

dan politik. Dengan partisipasi aktif diharapkan mampu menjadikan

aspirasi stakeholders sebagai panglima. Karena MBS diharapkan mampu

mengalihkan kekuasaan pemerintah pusat dan dinas pendidikan ke

tangan para pengelola sekolah, yang sebenarnya sangat strategis karena

pada level inilah keputusan dapat memperbaiki mutu pendidikan.
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             Salah satu rasionalitas penerapan MBS adalah untuk membuat

kebijakan atau keputusan menjadi lebih dekat dengan stakeholders

(warga sekolah dan masyarakat), sehingga hasilnya benar-benar

merupakan aspirasi stakeholders. Untuk itu, MBS mensyaratkan adanya

partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

pendidikan di sekolah (stakeholders), baik warga sekolah seperti guru,

kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya, termasuk

warga diluar sekolah seperti orang tua siswa, akademisi, tokoh

masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mewakili masyarakat (Team

Depdiknas, 2007: 45). 

              Partisipasi sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan

keputusan sekolah benar-benar mencerminkan aspirasi stakeholders

sekolah. Sekarang, komite sekolah merupakan wadah bagi stakeholders

untuk berpartisipasi secara langsung dalam kerangka pengembangan

sekolah.

1. Partisipasi.      

         Dasar pengelolaan sekolah ditunjukkan dengan kemandirian,

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengawasan  dan evaluasi

merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik tingkat

mikro (sekolah), meso (dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas

pendidikan provinsi), maupun makro (departemen). 
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              Definisi partisipasi secara umum menurut Kushandayani (2001)

dalam Yuwono (2001:84) bahwa setiap warga negara mempunyai suara

dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui

intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Depdiknas (Team Depdiknas, 2007:46) partisipasi adalah proses dimana

stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara

individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung,

dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, monitoring (pengawasan) dan pengevaluasian pendidikan

di sekolah.

               Tujuan utama partisipasi adalah untuk: (a) meningkatkan

dedikasi dan kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan

pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa (pemikiran, ketrampilan),

moral, finansial, dan material; (b) memberdayakan kemampuan yang ada

pada stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional; (c) meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan

pendidikan di sekolah, baik sebagi advisor, supporter, mediator,

contreoller, resource, linker, dan education provider, dan (d) menjamin

agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar

mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadikan aspirasi

stakeholders sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di

sekolah (Ditjen Depdiknas, 2007: 46).
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              Dilihat dari sisi kekurangannya, tentang partisipasi dalam

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 hanya sekali disebutkan dan tidak

ada penjelasan yang terinci, yaitu pada bab A bagian 4.d,  bahwa rencana

kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah atau madrasah yang

ditunjukkan dengan kemandirian, partisipasi, keterbukaan, dan

akuntabilitas.  

2. Transparansi.

           Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh

publik untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Mengingat

sekolah adalah organisasi pelayanan publik, maka sekolah harus

transparan kepada publik mengenai proses dan hasil pendidikan yang

dicapai. Transparansi diperoleh melalui kemudahan dan kebebasan

publik untuk memperoleh informasi dari sekolah. Bagi publik,

transparansi bukan lagi merupakan kebutuhan tetapi hak yang harus

diberikan oleh sekolah sebagai organisasi pelayanan pendidikan. 

           Transparansi secara umum, menurut Kushandayani (2001) dalam

Yuwono (2001: 75) diartikan sebagai terbukanya akses bagi semua pihak

yang berkepentingan terhadap informasi yang dibutuhkan, termasuk

berbagai peraturan perundangan serta kebijakan pemerintah. Menurut

Depdiknas transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang

yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses
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dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Team

Depdiknas, 2007:49).

          Tujuan transparansi adalah untuk membangun kepercayaan dan

keyakinan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi

pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa (Team Depdiknas,

2007: 49).

           Keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh beberapa

indikator, yaitu: (1) meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik

kepada sekolah adalah bersih dan berwibawa, (2) meningkatnya

partisipasi publik terhadap penyelenggaraaan sekolah, (3) bertambahnya

wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelengaraan sekolah, dan

(4) berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku di sekolah (Team Dediknas, 2007: 50).

            Dilihat dari sisi kekurangannya, tentang transparansi dalam

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 disebutkan tiga kali dan tidak

dijelaskan secara terinci, yaitu: (a)        pada bab A bagian 4.d, (b) bab B

bagian 2.a, dan (c) bab B bagian 8.d.  

3. Akuntabilitas.

           Secara umum akuntabilitas menurut Kushandayani (2001) dalam

Yuwono (2001: 76) adalah kewajiban suatu organisasi untuk membuat

perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan

gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi,
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lalu menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Akuntabilitas menurut Slamet (2005: 5) adalah kewajiban untuk

memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan

menerangkan kinerja, dan tindakan penyelenggara organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. 

         Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik

terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap sekolah juga

dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Sekolah akan dianggap

sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat (Slamet, 2005:6).

          Keberhasilan akuntabilitas  dapat diukur dengan beberapa

indikator berikut, yaitu: (!) meningkatnya kepercayaan dan kepuasan

publik terhadapa sekolah, (2) tumbuhnya kesdaran publik tentang hak

untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, (3)

berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah, dan (4) meningkatnya

kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang

berkembang di masyarakat ( Team Depdiknas, 2007: 53).

           Dilihat dari sisi kekurangannya, tentang akuntabilitas dalam

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 disebutkan empat kali dan tidak

dijelaskan secara terinci, yaitu: (a) pada bab A bagian 4.d., (b) bab B

bagian 4.a., (c) bab B bagian 8.d., dan bab C bagian1.e.
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4. Monitoring dan Evaluasi.

                          Monitoring dan evaluasi (M&E) pada dasarnya terdiri atas dua

aspek kegiatan, yaitu monitoring dan evaluasi. Meskipun ke dua istilah

tersebut seringkali dipandang memiliki satu pengertian, sesungguhnya

masing-masing memiliki makna dan fokus yang agak berbeda.                    

     Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk

mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan

program sekolah. Fokus monitoring adalah untuk mendapatkan informasi

mengenai pelaksanaan program sekolah, bukan pada hasilnya. 

                        Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan,

menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui

tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah dengan kriteria tertentu

untuk keperluan pembuatan keputusan. Informasi hasil evaluasi

dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila

hasilnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, berarti program tersebut

efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap tidak efektif

(gagal). 

                        Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi, yaitu untuk

mengetahui apakah      program sekolah berjalan sebagaimana yang

direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi

masalah tersebut. 
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                     Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program sekolah

mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi menekankan pada aspek hasil

(output). Konsekuensinya, evaluasi baru dapat dilakukan jika program

sekolah sudah berjalan dalam satu periode, sesuai dengan tahapan sasaran

yang dirancang. Misalnya untuk satu tahun pelajaran atau satu semester,

jika memang programnya dirancang dengan tahapan semester (Team

Depdiknas, 2001: 1). 

                      Hasil M&E berupa informasi untuk pengambilan keputusan,

sehingga informasi atau datanya harus dapat dipertanggungjawabkan

(valid dan reliable). Informasi dan simpulan hasil monitoring diharapkan

dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu

dilakukan untuk membantu agar program sekolah berhasil seperti yang

diharapkan.

                       Secara umum, M&E program sekolah mencakup lima komponen

utama, yaitu: (1) konteks, (2) input, (3) proses, (4) output, dan (5) outcome

(Team Depdiknas, 2001: 4).

      Perlu kami jelaskan, dalam permendiknas menggunakan istilah

pengawasan bukan monitoring. Meskipun istilahnya berbeda tapi

mempunyai tujuan yang sama yaitu, memantau dan menilai proses

pelaksanaan pengelolaan sekolah. Hanya saja monitoring dilakukan oleh

seorang pengawas dari Kementrian Pendidikan Nasional atau Kementrian

Agama, sedangkan pengawasan dilakukan oleh pengawas dari Kementrian
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Pendidikan atau Kementrian Agama dan stakeholders yang ada pada

satuan pendidikan itu. 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan. 

                          Setelah penulis meneliti secara mendalam tentang standar

pengelolaan pendidikan dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 dan

teori-teori tentang Manajemen Berbasis Sekolah, maka kesimpulan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 adalah tentang  Standar

Pengelolaan            Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah menjadi acuan sekolah dalam pengelolaan sekolah. Isi

Permendiknas tersebut  meliputi: a. Perencanaan Program, b.

Pelaksanaan  Rencana Kerja, c. Pengawasan dan Evaluasi, d.

Kepemimpinan sekolah atau Madrasah, e.Sistem Informasi

Manajemen, dan f. Penilaian Khusus.

2. Titik temu antara Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan    

Menengah dalam Permendiknas No.19 Tahun 2007 dengan

Manajemen Berbasis Sekolah meliputi tiga hal, yaitu: a. Perencanaan, b.

Pelaksanaan Rencana Kerja, dan c. Pengawasan dan Evaluasi.
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3. Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam  

perspektif Manajemen Berbasis Sekolah meliputi empat hal, yaitu: a. 

Partisipasi, b. Transparansi, c. Akuntabilitas, dan d. Monitoring dan

Evaluasi.

Dilihat dari sisi kekurangan dalam Permendiknas Nomor 19

Tahun 2007, tidak menjelaskan secara terinci tentang partisipasi,

transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan dilihat dari sisi kelebihan

dalam Permendiknas tersebut, menjelaskan secara terinci tentang

pengawasan dan Evaluasi, yaitu meliputi: Program Pengawasan,

Evaluasi Diri, Evaluasi Pengembangan KTSP, Evaluasi

Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

B. Saran-saran.

      Saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1.  Standar Pengelolaan Pendidikan  dan Manajemen Berbasis Sekolah

dapat menjadi variabel penelitian yang lebih menarik dan sebagai

sumbangan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

              2.  Secara praktis temuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk  

              meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

C. Penutup.

           Puji syukur alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah swt.,

maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari

sepenuhnya, bahwa dalam penulisan dan pembahasan tesis ini masih
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banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun

anlisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun

karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karenanya penulis

memohon kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini.
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